Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016, perlu
disusun landasan operasional pelaksanaan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

: 1,

hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daecrah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab K gan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 504 3);

9, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 );

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45735);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);



16.

1,

18,

19,

20.
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22,
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24,
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26,

. Peraturan Pemerintah Nomaor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dar Angegaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61 /PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
T6/PMK.0O7/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
4/PMK.07 /2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun Anpggaran 2011, Tahun Anggaran
2013 dan Tahun Anggaran 2014 vang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
47/PMK.07 /2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2016 ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
4872016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
275/KPTS3/BAPPEDA/2015 tentang Penerima  Anugerah
Perencanaan Terbaik “Pangripta Sriwijava™ Tahun 2015 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan MNomor
195 /KPTS/BPKAD /2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2016 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
203/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
257 /KPTS/BPKAD/ 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Sclatan Tahun Anggaran 2015 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomaor
305/KPTS/BPEKAD/ 2016 tentang Alokasi Kurang Bavar Dana
Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2014 untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
414/KFTS/BPEAD/ 2016 tentang Perubahan atas Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016



39.

40.

41.

42,

43.

44,

tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004
Nomor ) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Momor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah MNomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Orpanisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim  (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim [Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enirn Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata HKera
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Kabupaten Muara Enim  [Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
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46,

47,

48,

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspekiorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2013 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 [Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor
LOJ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp. 2.466.043.813.227,86 bertambah sejumlah Rp. 8.893.278.503,10
sehingga menjadi Rp. 2.474.937.091.730,96 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula

b. Berkurang

Rp. 2.362.489.349.027,08
Rp. (184.597.869.081,89)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.177.801.470.945,19
2. Belanja
a. Semula Rp. 2.466.043.813.227 86

b, Bertambah

Ep. 8.893.278.503.10

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.474937.091.730.96
Surplus/ Defisit setelah perubahan Rp. (297.045.611.785,77)




3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1} Semula Rp. 179,794.454,200,78
2) Bertambah Rp 155.802.094.905,99
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 335.596.559.106,77

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 76.240.000.000,00
2) Berkurang Rp [37.689.052.679,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 38.550.947.321.00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.  297.045611.785,77

8isa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dirinei lebih lanjut
dalam Lampiran [l Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yvang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim,

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Oktober 2016

h. BUPATI MUARA ENIM,

Diundangkan di Muara Enim /‘L MUZAKIR SAl SOHAR /{
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
N MUARA ENIM,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 2@



